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P U T U S A N

NOMOR :  13/G/2010 /PTUN- DPS

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- - - - - Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  

menja tuhkan  putusan  dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prof .Dr .Drg .  I  GEDE WINASA,  kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Bupat i  Jembrana,  

Bera lamat  Ja lan  Surapat i  No.1  

Negara ,  da lam  hal  in i  d iwak i l i  

o leh  kuasanya  yang  bernama  :  

SUPRIYONO, SH,  I  NENGAH NURLABA,  

SH dan  I  KETUT SATRA AEKURATA,  

SH  masing- masing  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Berkan to r  d i  

Ja lan  Yudis t i r a  No  17  Negara ,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  

te r t angga l  18 Agustus  2010,  yang  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

p ihak  PENGGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

M e l  a w a n

KETUA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN  JEMBRANA,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Udayana  No 

40  Negara ,  da lam  hal  in i  

member ikan  kuasa  kepada  :   KETUT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PARTHA, SH dan  I  GEDE ASTAWA 

,  SH,  masing  -  masing  

berkewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  berkan to r  d i  

Kanto r  Advokat  & Konsu l t an  Hukum 

KETUT PARTHA, SH,&-  

REKAN; …

REKAN,  bera lamat  di  Ja lan  Pacar  

No.  5  Denpasar ,   berdasarkan  

sura t  kuasa  khusus  te r t angga l  27 

September  2010,  yang  se lan ju tn ya  

disebu t  sebaga i  TERGUGAT; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - -   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - Telah  membaca penetapan  Ketua  Pengad i l an  Nomor  :  

13/G/PEN-   MH/2010/PTUN- DPS;  tangga l  23  Agustus  2010  

ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

13/G/PEN- PER/2010/PTUN- DPS,  tangga l  24  Agustus  2010,  

ten tang  Penetapan  Pemer iksaan  Pers iapan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

13/G/PEN- HS/2010/PTUN- DPS,  tangga l  15  September  2010  

ten tang  Har i  Sidang  Per tama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -   Telah  membaca   sura t  –  sura t  da lam  berkas  

perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -  Telah  membaca  Sura t - sura t  bukt i  dan  mendengar  

kete rangan  saks i  -  saks i  dar i  para  pihak  yang  

bersengke ta  dipe rs i dangan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

- - - - -  Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan  sura t  gugatannya  

te r t angga l   19  Agustus  2010  yang  te l ah  d ida f t a r kan  di  

Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

tangga l  20  Agustus  2010  dengan  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

13/G/2010 /PTUN- DPS.  yang  te l ah  dipe rba i k i  secara  fo rma l  

pada  tangga l  15  September  2010  dengan  gugatan  mana 

Penggugat  mendal i l k an  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      1.  

Bahwa;  …

1. Bahwa yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam  perkara  in i  

ada lah  keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  No.  04  Tahun  2010  tangga l  14  Jun i  2010  

Tentang  Tahapan  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

3
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Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,   dan   Penggugat  

ada lah  sebaga i  Bupat i  Kepala  Daerah  di   Kabupaten  

Jembrana,  yang  te l ah  memangku jaba tan  te rsebu t  se jak  

Pelan t i k an  pada  tangga l  16  Nopember  2005  untuk  masa 

5  ( l ima )  tahun  dan  akan  berakh i r  pada  tangga l  16  

Nopember  2010  sebaga imana  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  131.61 /987  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Jembrana  te r t angga l  30  Oktober  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2. Bahwa  Pengguat  sampai  saat  in i  te lah  melaksanakan  

tugas  dan  kewaj i ban  ser ta  tanggung  jawab  se laku  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa   obyek  sengketa  yakn i  Sura t  Tergugat  Dhi .  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  No.  04  tangga l  14  Jun i  Tahun  2010,  ten tang  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  pada  

in t i n ya  ber i s i  “Penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  Tahun 2010 dan mencabut  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  No.  01  Tahun  2010  ten tang  Tahapan,  Program 

dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010”  yang  akan  mengak iba t kan   pe laksanaan  

4
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Pemi l i han   Umum  Kepala    Daerah   d i   -

Kabupaten ;…

Kabupaten  Jembrana  melampui  masa  akh i r  jaba tan  

Kepala   Daerah   ya i t u  pada tengga l  16 Nopember  2010,  

seh ingga  ber ten tangan  dan  t i dak  sesua i  dengan  

keten tuan  pasa l  86  ayat  1  Undang- undang  Nomor  32 

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  70  

ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  

ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

yang  menyatakan  “Pemungutan  suara  pemi lhan  

dise lenggarakan  pal i ng  lambat  30  ( t i ga  puluh)  har i  

sebe lum  masa  jaba tan  Kepala  Daerah  berakh i r ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Penggugat  mener ima  Sura t  Keputusan  Nomor  04 

Tahun  2010,  tangga l  14  Jun i  2010  te rsebu t ,  pada  

tangga l  15  Jun i  2010,  seh ingga  dengan  d ia j ukannya  

Gugatan  in i  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Denpasar  

masih  memenuhi  masa  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  dan  karenanya  masih  sesua i  dan  memenuhi  

unsur  sebaga imana  dia tu r  da lam  pasa l  55  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  perubahan  Undang-

undang  Nomor  5 Tahun 1986 dan Undang- undang  Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  kedua  atas  Undang-

undang  Nomor  5  Tahun  1986;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Sura t  Tergugat  A- quo  yang  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  dapat  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  

hukum,  seh ingga  memenuhi  unsur  pasa l  1  angka  3 

Undang- undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang   Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Undang -  Undang  Nomor  5-  

Tahun;…

Tahun  1986  dan  Undang   -  Undang  Nomor  :  51  Tahun  

2009   ten tang   Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor 5 Tahun 1986;  - - - - - - - - - -

6. Bahwa  sura t  Tergugat  A- quo  yang  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  

menginga t  hanya  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum yang   t i dak   te rmasuk  

dalam   Keputusan  Tata   Usaha   Negara ,  sesua i  

keten tuan  pasa l  2  angka  7  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  ten tang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

7. Bahwa  dalam  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

Tergugat  t i dak  memperhat i kan  dan  mengabaikan  

keten tuan  pasa l  86  ayat  1  Undang- undang  Nomor  32 

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  70  

6

Disclaimer
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ayat  1 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun 2005,  yang  

menyatakan  “Pemungutan  suara  pemi l i han  

dise lenggarakan  pal i ng  lambat  30  ( t i ga  puluh)  har i  

sebe lum  masa  jaba tan  Kepala  Daerah  berakh i r ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  sehubungan  dengan  berakh i r nya  masa  jaba tan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  pada  tangga l  16  Nopember  2010  te rsebu t ,  

Ketua  DPRD Kabupaten  Jembrana  te l ah  member i t ahukan  

kepada  Penggugat  (Dh i .  Selaku  Bupat i  Jembrana)  

sebaga imana  sura t  pember i t ahuan  Ketua  DPRD Kabupaten  

Jembrana  Nomor  170/697 /V I /DPRD/2010  te r t angga l  11  

Jun i  2010;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  Pember i t ahuan  Ketua  DPRD Kabupaten  Jembrana  

kepada  Penggugat  te r sebu t  sesua i  keten tuan  pasa l  65 

ayat  2  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  2  angka  1 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangka tan   dan  

Pemberhent i an   Kepala  -

Daerah ; . .

Dareah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  17  Tahun  

2005;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  sehubungan  dengan  berakh i r nya  masa  jaba tan  

te rsebu t ,  DPRD juga  te l ah  member i t ahukan  kepada  

Tergugat  (Dh i .  KPU Kabupaten  Jembrana) ,  sebaga imana  

7
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Sura t  Pember i t ahuan  Ketua  DPRD Kabupaten  Jembrana  

Nomor  171/697 /V I /DPRD/2010  te r t angga l  11  Jun i  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  pember i t ahuan  Ketua  DPRD Kabupaten  Jembrana  

kepada  Tergugat  te rsebu t  sesua i  keten tuan  pasa l  65 

ayat  2  huru f  b  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  2  angka  2 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangka tan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah,  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  17  Tahun  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  sura t  pember i t ahuan  dar i  Ketua  DPRD kepada  

Penggugat  dan  Terguga t  d imaksud  di l akukan  secara  

te r t u l i s  dan  d i l ayangkan  te r t angga l  11  Jun i  2010,  

dengan  demik ian  leb ih  dar i  5  ( l ima)  bu lan  sebe lum 

masa  jaba tan  Kepala  Daerah  berakh i r  (v i de  pasa l  2 

ayat  4  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  

ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah,  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  17  Tahun  2005  ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa te rka i t  dengan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  

2010,  Tergugat  (Dh i .KPU  Kabupaten  Jembrana) ,  

sebenarnya  te l ah  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  01  Tahun  

2010  ten tang  Tahapan,  Program   dan  Jadwal  

8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penye lenggraan  -

Pemi l i han ;…

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

14. Bahwa  berdasarkan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  01  Tahun  2010  Tentang  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  d ike tahu i  mengenai  

Pemungutan  Suara  akan  d i l aksanakan  pada  tangga l  26 

Agustus  2010  dan  apab i l a  memasuki  puta ran   I I ,  

pemungutan  suara  akan   d i l aksanakan   pada   tangga l  

12   Oktober  2010,  seh ingga  dapat  d ika takan  te l ah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan t i dak  melampaui  batas  akh i r  masa jaba tan  

Kepala  Daerah;  

15. Bahwa  Terguga t  pada  tangga l  14  Jun i  2010  tanpa  

adanya  dasar  per t imbangan  dan atau  alasan  hukum yang  

je l as  melakukan  Rapat  Pleno  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  yang  memutuskan  Penundaan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  yang  di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04 

Tahun  2010  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana   Tahun  2010  

9
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dan  mencabut  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  01  Tahun  2010  Tentang  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  berdasarkan  penundaan  Pemi lhan  Umum Kepala  

Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor :  04-  

Tahun;…

Tahun  2010  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi lhan  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  

d ike tahu i  Pemungutan  Suara  akan  di l aksanakan  pada  

tangga l  27  Desember  2010  dan  apab i l a  memasuki  

puta ran  I I ,  Pemungutan  Suara  akan  di l aksanakan  pada  

tangga l  12  Pebruar i  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  berdasarkan  penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  04  Tahun  2010  

Tentang  Tahapan,  Program dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  d ike tahu i  
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Pelaksanaannya  te lah  melampui  masa  akh i r  jaba tan  

Kepala  Daerah  ya i t u  pada  tangga l  16  Nopember  2010,  

dengan  demik ian  t i ndakan  Terguga t  (Dh i .  KPU 

Kabupaten  Jembrana)  ber ten tangan  dan  t i dak  sesua i  

dengan  keten tuan  pasa l  86 ayat  1 Undang- undang  Nomor  

32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasa l  

70  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6 Tahun  2005  

ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah,  

yang  menyatakan  “Pemungutan  Suara  Pemi l i han  

dise lenggarakan  pal i ng  lambat  30  ( t i ga  puluh)  har i  

sebe lum  masa  jaba tan  Kepala  Daerah  berakh i r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  berdasarkan  penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten

Jembrana ;…

Jembrana  Tahun  2010  dimaksud ,  maka  Tergugat  

(  Dhi .KPU  Kabupaten  Jembrana  )  te l ah  mengabaikan  

Tata  Cara  Pelaksanaan  Masa  Pers iapan   dan   Tahap  

Pelaksanaan   sebaga imana   dia tu r   da lam  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  

Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Kepala  
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Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  17  Tahun  

2005  (mengaba ikan  keten tuan  pasa l  65  ayat  4  jo .  

Pasal  86  ayat  1  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tahan  Daerah) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa dengan  adanya  pengatu ran  batas  waktu  ten tang  

keharusan  bagi  DPRD untuk  member i t ahukan  masa akh i r  

Jabatan  Kepala  Daerah  5 ( l ima )  bu lan  sebe lum jaba tan  

kepa la  daerah  berakh i r  kepada  KPU  Daerah  

(Dh i .Te rguga t  /  KPU  Kabupaten  Jembrana)  

mengisyara t kan  agar  pe laksanaan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Jembrana  dapat  

d isesua i kan  dengan  masa akh i r  jaba tan  Kepala  Daerah  

dimaksud,  seh ingga  t i dak  te r j ad i  kekosongan  Jabatan  

Kepala  Daerah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  te rhadap  penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

daerah  di  kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  Tentang  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010  d imaksud,  Penggugat  

(Dh i .  Bupat i  Jembrana)  te l ah  menyampaikan  Sura t  

Kebera tan  kepada  Ketua  KPUD Jembrana  sebaga imana  

Sura t  Bupat i  Jembrana  Nomor  270/558 /KBPPM/2010  

per i ha l  Kebera tan  Terhadap  Penetapan  Tahapan,  

Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi lukada  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  te r t angga l  24  Jun i  
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2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

21.Bahwa;…

21. Bahwa Sura t  Kebera tan  dar i  Bupat i  Jembrana  kepada  

Ketua  KPUD  Jembrana  sebaga imana  sura t  Bupat i  

Jembrana  Nomor  270  /  558  /  KBPPM /  2010   per iha l  

Kebera tan  Terhadap  Penetapan  Tahapan,        Program 

dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi lukada  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010,  d i tembuskan  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i ,  Ketua  KPU,  Ketua  Bawaslu ,  Gubernur  

Bal i ,  Ketua  KPUD Prov ins i  Bal i ,  Ketua  Panwaslu  

Jembrana;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

22. Bahwa te rhadap  sura t  kebera tan  dar i  Bupat i  Jembrana  

kepada  Ketua  KPUD  Jembrana   sebaga imana   Sura t  

Bupat i   Jembrana   Nomor   :    270/558 /KBPPM/2010  

per i ha l  Kebera tan  Terhadap  Penetapan  Tahapan,  

Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i u kada  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010  mendapatkan  Sura t  

Tanggapan  dar i  Sekre ta r i s  Jendera l  Kementer i an  Dalam 

Neger i  Nomor  270/2763 /SJ  Per iha l  Penje lasan ,  

te r t angga l  8  Ju l i  2010  yang  di tu j u kan  kepada  

Gubernur  Bal i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa  Sura t  Tanggapan  dar i  Sekre ta r i s  Jendera l  

Kementer i an  Dalam Neger i  Nomor  270/2763 /SJ /  Per iha l  
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Penje laan ,  te r t angga l  8  Ju l i  2010  yang  di t u j u kan  

kepada  Gubernur  Bal i ,  Adapun  pokok  is i  sura tnya  

dimaksud  menje laskan  bahwa  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  tangga l  14  

Jun i  2010,  ten tang  Penetapan ,  Tahapan  Program  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi lukada  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  86  

ayat  1  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  jo .  Pasal  70  ayat  1  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  ten tang  Pemi l i han ,  

Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.Bahwa;…

24. Bahwa  te rhadap  penundaan  Pemi lhan  Umum Kepala  

Daerah  di  kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi lhan  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  tahun   2010  

tangga l   14 Jun i   2010  Tentang  Tahapan,  Program dan  

Jadwal  Penye lenggaraan   Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  

2010  dimaksud,  pada  tangga l  21  Jun i  2010  oleh  

Anggota  Panwas lu  Kabupaten  Jembrana  di temukan  dan  

di i nd i kas i k an  sebaga i  Pelanggaran  Admin is t r a s i  

karena  te lah  te r j ad i  kesa lahan  prosedur  dan  

pengambi l a l i h an  kewenangan  dalam  proses  penundaan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  
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Tahun  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

25. Bahwa  temuan  dan  ind i kas i  adanya  Pelanggaran  

Admin is t r a s i  karena  te lah  te r j ad i  kesa lahan  prosedur  

dan  pengambi l a l i h an  kewenangan  dalam  proses  

penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010  yang  di l akukan  Tergugat ,  

se lan ju t nya  d i l apo rkan  kepada  Ketua  Panwaslu  

Kabupaten  Jembrana,  sebaga imana  Sura t  Laporan  

/Temuan No.  01 /  Lap /  Panwaslukada  /  JBR/VI  /  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Bahwa  te rhadap  temuan  dan  ind i kas i  adanya  

pelanggaran  Admin is t r a s i  karena  te r j ad i  kesa lahan  

prosedur  dan pengambi l a l i h an  kewenangan  dalam proses  

penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010  yang  di l akukan  Tergugat ,  

sebaga imana  Sura t  Laporan  /  Temuan  No.  

01/Lap /Panwas lukada /JBR/VI / 2010 ,  se lan ju t nya  Ketua  

Paswas lu  Kabupaten  Jembrana  mengi r im  sura t  kepada  

Ketua  KPU Kabupaten  Jembrana  Nomor.  43/Panwas lu -

Jbr /V I I / 2 010  Per iha l  Penerusan  Laporan   Pelanggaran  

Admin is t r a s i  Pemi lu .   Adapun  Pokok   i s i  sura t  -  

te rsebu t ;…

te rsebu t  meneruskan  laporan  dimaksud  untuk  

di t i n dak l an j u t i  dan  dise lesa i kan  menuru t  pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ;  - -
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27. Bahwa Sura t  Ketua  Panwas lu  Kabupaten  Jembrana  Nomor  

43/Panwas lu - Jbr /V I I / 2 010  Per iha l  Penerusan  Laporan  

Pelanggaran  Admins t ras i   Pemi lu ,   d i t embuskan  

kepada   Menter i   Dalam Neger i ,     Ketua  Bawaslu  RI ,  

Ketua  KPU,  Gubernur  Bal i ,  Ketua  KPU  Prov ins i  

Bal i ,Ke tua  DPRD Kabupaten  Jembrana,Bupa t i  Jembrana;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa dengan  adanya  Penundaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  di  kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  yang  

di tuangkan  dalam  sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  tangga l  14  Jun i  

Tahun  2010  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah   Kabupaten   Jembrana   Tahun  

2010  dimaksud,   maka  dapat  d ipas t i k an  akan  te r j ad i  

masa  kekosongan  Jabatan  Bupat i  dan  Waki l   Bupat i  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  dan dapat  d ika takan  

perbua tan  Terguga t  /  KPU Kabupaten  Jembrana  te l ah  

merug ikan  secara  mor i l  te rhadap  masyaraka t  d i  

Kabupaten  Jembrana  c.q  Pemer in tah  Daerah ,  yang  

menjad i  tanggung  jawab  Penggugat ;  - - - - - - - - -

29. Bahwa  Perbuatan  Tergugat  (KPU Kabupaten  Jembrana)  

hingga  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  te rka i t  Penundaan  

Tahapan  Program  dan  Jadwal   Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  dimaksud,  h ingga  melampui  masa  akh i r  

jaba tan  Kepala  Daerah,  te rnya ta  dikoord i nas i kan  

dalam  Rapat  Pleno  tanpa  adanya  dasar  per t imbangan  

dan  atau  a lasan  hukum yang  je l as .  Dengan  demik ian  

Penggugat  te l ah  di rug i kan  secara  mater i i l  karena  

Penggugat  te l ah   te rs i t a  waktu ,  tenaga  dan  b iaya  
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ak iba t  penundaan  pemi lu  kepa la  daerah  d imaksud;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.Bahwa;…

30. Bahwa  Terguga t  (KPU  Kabupaten  Jembrana)  se laku  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  harus  mempedoman pada asas ,   a.  mandi r i ,  b.  

ju j u r ,  c .  ad i l ,  d.  kepas t i an  hukum,  e.  te r t i b  

penye lenggara  pemi lu ,  f .  kepent i ngan  umum,  g.  

kete rbukaan ,  h.  propors i ona l i t a s ,  i .  

pro fes i ona l i t a s ,  j .  akuntab i l i t a s ,  k .     ef i s i ens i ,  

dan l .  efek t i f i t a s  (v i de  pasa l  2 Undang- undang  Nomor  

22  Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum. 

Namun dalam  imp lementas inya  secara  te rs t r u k t u r  dan  

s is t emat i s  asas- asas  te rsebu t  o leh  KPU Kabupaten  

Jembrana  d iaba i kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Bahwa  perbua tan  Tergugat  (KPU Kabupaten  Jembrana)  

hingga  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  te rka i t  penundaan  

Tahapan  Program  dan  Jadwal  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  dimaksud,  h ingga  melampui  masa  akh i r  

jaba tan  Kepala  Daerah  dan  te lah  mendapat  beberapa  

kebera tan  dan  di l apo rkan  o leh  Panwaslu  te tap i  t i dak  

segera  di tanggap i  secara  propors i ona l  bahkan  

cenderung  mengabaikan  atas  tanggapan  dan  kebera tan  

dimaksud,  maka  dapat  d ika takan  bahwa  perbuatan  

Tergugat  (Dh i .KPU  Kabupaten  Jembrana)  t i dak  hanya  

menyebabkan  kerug ian  bagi  Penggugat  sa ja ,  te tap i  
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merug ikan  masyaraka t  kabupaten  Jembrana  ser ta  

merug ikan  Negara  dalam penye lenggara  pesta  demokras i  

agar  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32. Bahwa  ak iba t  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  A- quo  

(Keputusan  Nomor  04  tangga l  14  Jun i  Tahun  2010  

Tentang  Tahapan,  Program dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  daerah  

Kabuapten  Jembrana  Tahun  2010)  te rsebu t  sangat  

merug ikan  Negara  Republ i k  Indones ia  dan  Masyaraka t  

d i  Kabupaten  -

Jembrana ;…

Jembrana  c.q  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

cq.  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Jembrana ,  ba ik  

kerug ian  Mater i i l  maupun   mor i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  53 

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah    d iubah  

dengan   Undang- undang     Nomor    9  Tahun   2004  

ten tang  perubahan  Undang – Undang Nomor  5 Tahun 1986  

dan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  kedua  atas  Undang- undang  5  tahun  1986,  

Penggugat  dapat  mengajukan  gugatan  te rhadap  sura t  A-

quo,  Dimana  Pasa l  53  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  
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2004  dimaksud   menyebutkan ,  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) .  Orang  atau  Badan  Hukum Perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  

kepada  Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i k an  

agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  

sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  gant i  rug i  dan /  

atau  rehab i l i t a s i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) Alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam gugatan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang ber laku ; - - - - - - - - - - -

         B. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  

i t u  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam pen je lasan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004  disebu tkan  bahwa  “Yang  

dimaksud  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ada lah  mel ipu t i  asas  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kepast i an ;…

- Kepast i an  

Hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Ter t i b  Penye lenggara  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Keterbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Propors iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pro fes iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Akuntab i l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  te rbuk t i  bahwa  Tergugat  

te l ah  membuat  keputusan  yang  merug ikan  dan melanggar  

Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  perkara  in i  sangat  

mendesak  karena  te rka i t  dengan  Tahapan  Program  dan  

Jadwal  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  yang  melampui  

batas  dan  t i dak  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan  melanggar  hak  demokras i  

warga  masyraka t  Kabupaten  Jembrana,  maka  harus  

segera  di l aksanakan  agar  t i dak  sampai  te r j ad i  
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kekosongan  Jabatan  Kepala  Daerah  yang  akan  segera  

berakh i r  ya i t u  pada  tangga l  16  Nopember  2010,  

seh ingga  dapat  mengganggu  ja l annya  roda  pemer in tahan  

dan  mengganggu  upaya  da lam mewujudkan  kese jah te raan  

masyaraka t  d iw i l a yah  Kabupaten  Jembrana ,  dan  karena  

gugatan  yang  dia j ukan  Penggugat  in i  berka i t an  dengan  

nas ib  warga  masyaraka t  d i  wi layah  Kabupaten  Negara  

dalam  mengaktua l i s as i k an  semangat  demokras i  dan  

operas ina l i s a s i  pemer in tah  daerah  menuju  c lean  and  

good  governance  (Pemer in tah  yang  bers i h  dan  

berw ibawa) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  98  Undang- undang  

Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  te l ah -

diubah ;…

diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  9  tahun  2004  

ten tang  perubahan  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1986  

dan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5  tahun  

1986,  Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Denpasar  untuk  memer iksa  perkara  in i  dengan  

secara  cepat  dan  dapat  member ikan  

Besch ik i ng /Pene tapan  agar  mempercepat   Pelaksanaan  

Pemi l i han   Umum  Kepala   Daerah   d i     Kabupaten  

Jembrana,  dengan  kesempatan  yang  per tama  memutuskan  

secara  prov i s i  sambi l  menunggu  perkara  in i  

d ipu tuskan  dengan  putusan  yang  bers i f a t  mengika t  dan  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  ( i n  krach t  van  
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gewi j sde ) . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  

mohon  kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  untuk  memanggi l  kami  para  pihak  guna  

dipe r i k sa  perkaranya  dan  member ikan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN :

1. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  agar  mempercepa t  

Pelaksanaan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  di  

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  mener ima  dan  

mengabulkan  gugatan  prov i s i  dar i  Penggugat ;

2. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  merev is i  dan  

memperba ik i  Program  dan  Jadwal  Pelaksanaan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Tergugat  No.04  Tahun   2010   tangga l  14  Jun i  2010  

ten tang   Penetapan  Tahapan,  -  

Program;…
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Program dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  Tahun 

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  

sura t  keputusan  No.  04 tahun  2010  tangga l  14 Jun i  

2010  ten tang  Penetapan  Tahapan,  Program  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  yang  Baru  ten tang  Penetapan  

Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han   Umum  Kepala   Daerah  dan - Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jembrana  dengan  alasan  dan  

per t imbangan  hukum  yang  je l as  dan  beror i en tas i  

pada  kepent i ngan  demokras i  masyaraka t  Kabupaten  

Jembrana;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Membebankan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  semua 

biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  mempunya i  pandangan  dan  atau  pendapat  la i n  

dan  dalam  perad i l an  yang  ba ik  dan  mul ia ,  Penggugat  

mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya ;  -

- - - - - Menimbang,  bahwa  har i  pers idangan  yang  te lah  
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di ten tukan  para  pihak  te lah  had i r  d ipe rs i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Untuk  Penggugat  had i r  kuasanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SUPRIYONO,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. I  NENGAH  NURLABA,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. I  KETUT  SATRA  AEKURATA,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Peker j aan   Advokat ,   berkewarganegaraan   Indones ia ,  

berkan to r   d i   Ja lan .   -

Yuid i s t i r a ;…

Yudis t i r a  No.  17  Negara ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  18  Agusutus  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Untuk  Tergugat  had i r   kuasanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. KETUT  PARTHA,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2. I  GEDE  ASTAWA,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
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Peker j aan  Advokat ,  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

berkan to r  d i  Kanto r  Advokat  &  Konsu l t an  Hukum  KETUT 

PARTHA,  SH,  bera lamat  di  Ja lan  Pacar  No.  5  Denpasar ,  

berdasarkan   Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l   27 September  

2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  p ihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  

te r t angga l   05 Oktober  2010 yang  ber i s i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

dar i  Penggugat  kecua l i  apa  yang  diaku i  secara  tegas  

oleh  Tergugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Keputusan  Tergugat  ada lah  merupakan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  

pengatu ran /pe ra tu r an  yang  bers i f a t  umum  ya i t u  

mengika t  se lu ruh  lap i san  masyaraka t  Jembrana,  ba ik  

sebaga i  pe jaba t  maupun rakya t  b iasa ,  yang  mana oleh  

keten tuan  pasa l   2  Undang- undang  Nomor  :  5  Tahun  

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  :  9  Tahun  

2004  Tentang  perubahan  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986  dan  Undang- undang  Nomor   51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986  dinya takan  bukan  te rmasuk  keda lam  penger t i an  

25

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  obyek  

sengketa  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.Bahwa;…

3. Bahwa  menuru t  keten tuan  pasa l  1  angka  9  Undang-

undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  Kedua 

atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  yang  dimaksud  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua rkan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan f i na l  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  

badan  hukum  perda ta ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bers i f a t  konkre t  ar t i n ya  bahwa  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  te rsebu t   t i dak   bers i f a t  

abst rak ,   harus   berwu jud ,   te r t en t u   atau  

dapat  d i ten tukan ,  contohnya  :  Keputusan  

mengenai  rumah  Si  A,  I j i n  Mendi r i k an  Bangunan  

Si  B,  Pemberhent i an  Si  C sebaga i  Pegawai  Neger i  

jad i  harus  kepada  s iapa  keputusan  i t u  

di tu j ukan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bers i f a t  Ind i v i dua l  ar t i n ya  Keputusan  Tata  
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Usaha  Negara   i t u  t i dak   d i tu j ukan  untuk  umum 

te tap i  te r t en tu  ba ik  alamat  maupun  hal  yang  

di tu j u  ka lau  yang  di tu j u  i t u  leb ih  dar i  

seseorang ,  t i ap - t i ap  nama  yang  te rkena  

keputusan  i t u  harus  disebu tkan .  Contohnya  

Keputusan  ten tang  pe lebaran  Bandara /Pe labuhan  

maka  harus  disebu tkan  nama- nama  yang  kena  

keputusan  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  Keputusan  yang  diambi l  o leh  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  

2010  ada lah  merupakan  keputusan  yang  bers i f a t  

abst rak  ber laku /d i t u j u kan  untuk  umum kepada  warga  

masyaraka t  Kabupaten  Jembrana  dan   Keputusan   be lum 

f i na l -

karena ;…

karena  harus  ada  keputusan- keputusan  la i n  sebaga i  

pen jabaran  dar i  keputusan  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010,  t i dak  ada  di tu j ukan  

kepada  Pro f .  Dr .  Drg  I  Gede Winasa  se laku  pr ibad i ,  

mela inkan  hanya  tembusannya  sa ja  disampaikan  kepada  

Bapak  Bupat i  Jembrana  (Kepa la  Daerah  Kabupaten  

Jembrana)  sebaga imana  sura t  penganta r  Nomor  :  

27

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

260/270 /V I /KPU.JBR/2010  tangga l  18  Jun i  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  sama  seka l i   t i dak  

mempunyai   s i f a t   konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  dan  

juga  t i dak  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  berdasarkan  ura ian  dia tas  Keputusan  Komis i  

Pemi lhan  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04 Tahun 2010  

secara  je l as  dan  nyata  t i dak  memenuhi  keten tuan  

pasa l  1  angka  9  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun   1986   ten tang   Perad i l an   Tata   Usaha  

Negara ,   seh ingga        Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  t i dak  

bisa  d i j ad i kan  dasar  atau  obyek  Gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  oleh  

Penggugat ;  - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa kapas i t a s  Penggugat  Pro f .  Dr .Drg  I  Gede Winasa  

dalam gugatannya  dan  penje lasan  Hakim Ketua  Maje l i s  

pada   s idang  tangga l  28  September  2010  adalah  

sebaga i  pr ibad i  yang  peker j aan  sebaga i  Bupat i ,  

d imana  menuru t  keten tuan  pasa l  24  Undang- undang  

Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  

disebu tkan  Bahwa set i ap  daerah  dip imp in  oleh  kepa la  

pemer in tahan  daerah  yang  d isebu t  kepa la  daerah  (V ide  

pasa l  24  ayat  1)  adalah  untuk  prov ins i  d isebu t  

Gubernur  -

dan;…
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dan  untuk  kabupaten  disebu t  Bupat i ,  dan  untuk  kota  

disebu t  Wal i  Kota  (v ide  pasa l  24  ayat  2) ,  jad i  

Bupat i  bukan lah  peker j aan  mela inkan  Jabatan  Kepala  

Daerah  Kabupaten ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa Penggugat  Prof .D r .D rg  I  Gede Winasa  saat  in i ,  

sebaga imana  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.61 /987  tangga l  30  Oktober  2005  Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Jembrana  ada lah  sebaga i   Bupat i  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana,  yang  sehar i - har inya  

melaksanakan  urusan  pemer in tahan  Kabupaten  Jembrana ,  

jad i  kedudukan  Pro f .D r .D rg  I  Gede  Winasa  saat  in i  

ada lah  sebaga i  Pejaba t  Negara  yang  baru  akan  

berakh i r  masa  jaba tannya  tangga l  16  November  2010  

dan bukan  beker j a  sebaga i  Bupat i  karena  Bupat i  bukan  

peker j aan  mela inkan  ada lah  Jabatan  Kepala  Daerah  

Kabupaten ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  sesua i  dangan  keten tuan  pasa l  53  angka  (1 )  

Undang- undang  Nomor  :  5  Tahun   1986   Tentang  

Perad i l an   Tata   Usaha   Negara        sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Udang- undang  Nomor  9 Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1986  

dan    Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986,  d ika takan  bahwa  :   Seseorang  atau   Badan 

Hukum   Perda ta   yang   merasa   kepent i ngannya  
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di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  

yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  

Tata  usaha  Negara  yang  disengke takan  dinya takan  

bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  

tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i .  Dimana  

dalam  Penje lasan  atas  pasa l  53  angka  1  Undang  -  

undang Nomor.  5 Tahun  -

1986;…

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  9 Tahun 2004  

Tentang  Perubahan  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

dan  Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986  di j e l a skan  bahwa sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  

1 angka  4,  maka hanya  orang  atau  badan hukum perda ta  

sa ja  yang  berkedudukan  sebaga i  sub jek  hukum,  yang  

dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  untuk  menggugat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dan Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  t i dak  dapat  

mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

untuk  menggugat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

10. Bahwa  sega la  apa  yang  te lah  dikemukakan  dalam 

ekseps i  mohon  te rmasuk  pula  da lam  bag ian  pokok  
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perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  benar  Tergugat  te l ah  mengeluarkan  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  04 

Tahun  2010  tangga l  14  Jun i  2010,  Tentang  Tahapan  

Program dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010  dan  benar  Penggugat  saat  in i   masih  

sebaga i  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana.  

jad i  Penggugat  da lam  pos i t a  gugatannya  poin  1 

Penggugat  secara  tegas  dan  je l as  mengaku i  

kedudukannya  sebaga i  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana,  yang  te l ah  memangku  Jabatan  se jak  

di l an t i k   tangga l  16  Nopember  2005  untuk  masa 

jaba tan  5  ( l ima )  Tahun  dan  akan  berakh i r  pada  

tangga l  16  Nopember  2010,  in i  ar t i n ya  bahwa 

kedudukan  Penggugat  saat  in i  masih  sebaga i  Pejaba t  

Negara  (Bupat i  Jembrana) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.Bahwa;…

12. Bahwa dalam pos i t a  2  Gugatan  Penggugat  ,  Penggugat  

juga  mengaku i  kedudukannya  sebaga i  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana,  yang  semest i nya  menghormat i  KPU 

Kabupaten  Jembrana   sebaga i  Lembaga Negara  dan Ketua  

KPU Kabupaten  Jembrana  sebaga i  Pejaba t  Negara  yang  

sah  dan  sama- sama  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  

jawab  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  bukan  malah  seba l i k nya  se la l u  menghambat  
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k ine r j a  KPU Kabupaten  Jembrana  dan  Penggugat  yang  

saat  in i  masih  menjaba t  sebaga i  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  (bukan  peker j aan  sebaga i  Bupat i )  

berkewaj i ban  membantu  member ikan  fas i l t a s  khususnya  

masalah  anggaran  di  da lam  penye lenggaraan  Pemi lu  

Kada  oleh  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

13. Bahwa t i dak  benar  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  te rsebu t  

ada lah  Sura t  Keputusan  ten tang  penundaan  Pemi lu  Kada 

Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  te tap i  Keputusan  

te rsebu t  mengatur  ten tang  Penetapan  Tahapan,  Program 

dan  Jadwal  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  jembrana  Tahun  2010,  pasca  

dicabu tnya  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  :  01  Tahun   2010   sebaga i   ak iba t  

dar i   u lah  Penggugat   sebaga i   pe jaba t  Negara  

(Bupat i  Jembrana)  yang  t i dak  mencai r kan  anggaran  

dana  Pemi lu  Kada  tepa t  waktu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

14. Bahwa  Terguga t  t i dak  pernah  member ikan  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han   Umum   Kabupaten  

Jembrana   Nomor   04  Tahun   2010,      kepada  

Penggugat  se laku  pr ibad i  mela inkan  sura t  keputusan  

te rsebu t  Tergugat  tu jukan  atau  k i r im  kepada  Bupat i  

Jembrana;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  Keputusan  yang  Tergugat  ke lua rkan  ada lah  

bukan  Keputusan  -

Tata ;…
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Tata  Usaha Negara  bers i f a t   konkre t  ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l   yang  dapat  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  

seseorang  atau  badan  hukum perda ta ,  karena  keputusan  

Tergugat  te r sebu t  t i dak  berwu jud  te r t en t u  seper t i  

sura t  i j i n ,  sura t  pemberhent i an  pegawai  d l l ,  dan  

t i dak  di tu j u kan  kepada  Penggugat  se laku  pr ibad i ,  

ser ta  t i dak  menimbulkan  kerug ian  pada  Penggugat  

se laku  pr ibad i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010,  yang  

Tergugat  Terb i t k an  ada lah  t i dak  te rmasuk  keda lam 

penger t i an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d i j ad i kan  obyek  sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  karena  

Keputusan  Tergugat  te rsebu t  adalah  merupakan  

keputusan  yang  merupakan   pengatu ran   yang   bers i f a t  

umum  ya i t u   ber laku   untuk     se lu ruh  warga  

masyaraka t  d i  Kabupaten  Jembrana  (v i de  pasa l  2 huru f  

b) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  untuk  melaksanakan  Pemi lu  Kada  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010  t i dak  b isa  di l aksanakan  pal i ng  

lambat  1  (sa tu )  bu lan  sebe lum  hab is  masa  jaba tan  

Kepala  Daerah,  karena  u lah  Penggugat  send i r i  se laku  

kepa la  daerah  yang  t i dak  melaksanakan  tugas  dan  

kewaj i bannya  se laku  Kepala  Daerah  yang  harus  

mencai r kan  atau  mengeluarkan  anggaran  Pemi lu  Kada 
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tepa t  waktu ,  Penggugat  baru  mencai r kan  anggaran  

pemi lukada  Kabupaten  Jembrana   bu lan   Jun i  2010,  

seh ingga  t i dak  mungkin   bag i   Tergugat    untuk  

melaksanakan  tahapan  Pemi lu  Kada hanya  dalam waktu  3 

( t i ga )  bu lan ,  tahapan  Pemi lu  Kada  di l aksanakan  

se lama  6 (enam)  bu lan  dan  je l as  da lam Undang- undang  

Nomor  :  22  Tahun  2007  pasa l  42  ayat  (3 )  d isebu tkan  

bahwa  PPK d iben tuk  pal i ng  lambat  6  (enam)  bulan  

sebe lum  penye lenggaraan  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

18.Bahwa;…

18. Bahwa  benar  Ketua  DPRD  Kabupaten  Jembrana  

menyampaikan  sura t  pember i t ahuan  kepada  Penggugat  

dan  Tergugat  ten tang  akan  berakh i r nya  masa  jaba tan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  tangga l  11  Jun i  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  benar  Tergugat  pernah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  

Nomor  01  Tahun  2010  ten tang  Tahapan  Program  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kapala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  

2010,  namum karena  ulah  Penggugat  se laku  Bupat i  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  yang  t i dak  

mencai r kan  anggaran  Pemi lu  Kada  tepa t   waktu  maka 

t i dak  mungkin  bagi  Tergugat   untuk   melaksanakan  

Pemi lu  Kada  1  (sa tu )  bu lan  sebe lum  masa  jaba tan  
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kepa la  daerah  berakh i r ,   seh ingga   atas   dasar  

te rsebu t   Terguga t   mencabut             Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  01 

Tahun  2010  mela lu i  rapa t  p leno  KPU  Kabupaten  

Jembrana;  - - - - - - - - - - - - - -

20. Bahwa  ke lua rnya  Sura t  Keputusan  Nomor  04  Tahun  

2010,  mela lu i  rapa t  p leno  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  ada lah  berdasarkan  Per t imbangan  

dan  alasan  hukum  yang  je l as  ya i t u  Undang- undang  

Nomor  22 Tahun  2007,  Pera tu ran  KPU Nomor  :  62 Tahun  

2009,  Sura t  KPU Nomor  :323 /KPU/V/2010 ,  dan  ak iba t  

u lah  Penggugat  yang  t i dak  mendukung  /  menghambat  

pemi lukada  di  Jembrana   ya i t u   gugatan   Penggugat  

ke   Mahkamah  Konst i t u s i ,        penandatanganan  MOU 

Hibah  Anggaran  Pemi lukada  yang  t i dak  tepa t  waktu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bahwa  untuk  melaksanakan  Pemi lu  Kada  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010  t i dak  b isa  di l aksanakan  pal i ng  

lambat  1  (sa tu )  bu lan  sebe lum  hab is   masa  jaba tan  

Kepala   Daerah,  masalah   in i   sudah   d i j e l a skan -

dia tas ;…

dia tas   ada lah   karena  ulah   Penggugat   send i r i   dan  

t i dak   mungkin    melaksanakan  tahapan  Pemi lu  Kada 

hanya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  bulan ,  tahapan  Pemi lu  

Kada  di l aksanakan  se lama  6(enam)  bulan  dan  je l as  

da lam  Undang- undang  Nomor  22  tahun  2007  pasa l  42 

ayat  (3 )  d isebu tkan  bahwa PPK diben tuk  pal i ng  lambat  
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6  (enam)  bulan  sebe lum  penye lenggaraan  Pemi lu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. Bahwa  t i dak  benar  Terguga t  mengaba ikan  ta ta  cara  

pelaksanaan  sebaga imana  te lah  dia tu r  dalam 

Perundang- undangan,  jus t r u  Terguga t  te l ah  

mempers iapkan  pelaksanaan  Pemi lu  Kada  d i  Kabupaten  

Jembrana  leb ih  awal ,  akan  te tap i  karena  ada hambatan  

dar i  Penggugat l ah  akh i rnya  penye lenggaraan  Pemi lu  

Kada  Kabupaten  Jembrana  t i dak  bisa  di l aksanakan  

sebe lum  hab is  masa  jaba tan  kepa la  daerah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. Bahwa  benar  ada  sura t  kebera tan  dar i  Bupat i  

Jembrana  (bukan  Penggugat  se laku  pr ibad i )  te rhadap  

kebera tan  te rsebu t  sudah  di tanggap i  o leh  Tergugat  

ya i t u  t i dak  bisa  memenuhi  ke ing inan  Bupat i  Jembrana ,  

dengan  alasan  Tahapan  t i dak  mungkin  di l aksanakan  

hanya  da lam  waktu  3  ( t i ga )  bu lan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

24. Bahwa  benar  ada  sura t  tanggapan  dar i  Sekjen  

Depdagr i  Nomor  :  270/2763 /SJ  dan atas  sura t  te rsebu t  

te l ah  di t anggap i  o leh  Gubernur  Bal i  mela lu i  sura tnya  

Nomor  :  118/4831 /B .PEM,  yang  pada  in t i n ya  Bapak  

Gubernur  menyatakan  bahwa   SK  KPU   Kabupaten  

Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  te l ah  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bahwa  te rka i t  dengan  adanya  rekomendas i  dar i  

Panwas lu  Kabupaten  Jembrana,  Tergugat  te lah  
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menindak lan j u t i  rekomendas i  te rsebu t ;  - - - - - - -

26. Bahwa   Sura t    Keputusan   Komis i    Pemi l i han   Umum 

Kabupaten      -

Jembrana ;…

Jembrana  Nomor  04  Tahun  2010  t i dak  ada  merug ikan  

masyaraka t  d i  Kabupaten  Jembrana ,  karena  Keputusan  

KPU  Kabupaten   Jembrana  te rsebu t  hanya  menyangkut  

Tahapan  ,  Program dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi lu  

Kada  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010  yang  merupakan  

pengatu ran  yang  ber laku  umum  bag i  masyaraka t  

Jembrana;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bahwa  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  04 Tahun 2010,  t i dak   ada  

merug ikan  Pengugat  (Pro f .D r .D rg  I  Gede  Winasa)  

secara  pr ibad i  ,  karena  ka lau  Penggugat   t i dak  

menjaba t  se laku  Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana,  t i dak  akan  ada  yang  menyi ta  waktu ,  tenaga  

dan  biayanya ,  karena  ka lau  Penggugat  sebaga i  rakya t  

atau  masyaraka t  b iasa  maka  Penggugat  hanya  akan  

te rs i t a  waktunya  saat  pemi l i han  /pencob losan  sa ja ,  

la l u  apa  kerug ian  Penggugat  secara  pr ibad i  ?;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Bahwa  seka l i  lag i  Tergugat  tegaskan  bahwa  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi lhan  Umum Kabupaten  Jembrana  

Nomor  04  Tahun  2010  t i dak  ada  merug ikan  s iapapun  

khususnya  masyaraka t  Jembrana  dan  t i dak  merug ikan  
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Negara  karena  anggaran  yang  Tergugat  te r ima  t i dak  

akan  ada  penambahan   walaupun  jadwa l  pemi lhan  

mengalami  perubahan;  -

29. Bahwa dalam pos i t a  32  Gugatan  Penggugat  di j e l a skan  

bahwa  ak iba t  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  sangat  

merug ikan  Negara  Republ i k  Indones ia   dan  masyaraka t  

d i  Kabupaten  Negara  c.q .  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  c.q .  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Jembrana  (Pemer in tah  Kabupaten  Jembrana  ada lah  Badan  

Hukum Publ i k ,  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  adalah  Pejaba t  

Negara) ,  pasa l  53  Angka  (1 )  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata   Usaha   Negara  

sebaga imana   te lah   d iubah   dengan  Undang   -   

Undang;…

undang  Nomor  :9  Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Undang-

undang  Nomor  5 Tahun 1986 dan Undang- undang  Nomor  51 

2009  ten tang  perubahan  kedua  Undang  -  undang   Nomor  

:  5  Tahun  1986,  menyebutkan  bahwa :   Sesorang  atau  

Badan  Hukum  Perdata  yang  merasa  kepent i ngan  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan   Tata  usaha  Negara  

dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengad i l an  

yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  dinya takan  

Bata l  atau  t i dak  Sah,  dengan  atau  tanpa  d ise r t a i  

tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i .  Dalam 

pasa l  in i  yang  di rug i kan  te rsebu t  adalah  Seseorang  

atau  Badan  Hukum  Perdata ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. Bahwa  ka lau  memang  Penggugat  menger t i  dengan  

Kedudukannya  saat  in i  se laku  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  semest i nya  Penggugat   member ikan   panutan  

kepada  masyaraka t  supaya  proses  atau  tahapan  Pemi lu  

Kada Kabupaten  Jembrana  ber ja l an  lancar  dan   bahkan  

Penggugat  sudah  2  (dua)  per i ode  menjabat  sebaga i  

Kepala  Daerah  ,  yang  oleh  keten tuan  Undang- undang  

t i dak  d ipe rbo lehkan  lag i  untuk   menduduk i  jaba tan  

maka ber i kan lah  kesan  yang  baik  diakh i r  masa jaba tan  

in i  dan  ka lau  Penggugat  mendukung  tahapan  –tahapan  

yang  te lah  Tergugat  agendakan  se jak  awal  maka proses  

Pemi lu  Kada t i dak  mungk in  melampaui  batas  akh i r  masa 

Jabatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jembrana;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  dengan  in i  Tergugat  

mohon  dengan  hormat  kehadapan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  untuk  

memutuskan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.Menyatakan ;…

2. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

t i dak  berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  Penggugat  adalah  sebaga i  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  t i dak  bisa  menggugat  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana) ;  - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak  –t idaknya  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i te r ima ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  :  04 Tahun  2010  tangga l  14  Jun i  2010  

ada lah  sah;  - -

3. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  ongkos  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa te rhadap  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

p ihak  Penggugat  t i dak  mengajukan  Repl i k  demik ian  juga  

pihak  Tergugat  t i dak  mengajukan  Dupl i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  

gugatannya  pihak  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t  -  sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  

dengan  cukup  dan  oleh  Maje l i s  Hakim  te l ah  di te l i t i  dan  

disesua i kan  /  d icocokan  dengan  sura t - sura t  as l i n ya  

seh ingga  bukt i - bukt i  te r sebu t   te l ah  memenuhi  syara t  

untuk  di j ad i kan  ala t  bukt i  d ipe rs i dangan   ya i t u  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Foto  copy  Undang- Undang  No.32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  yang  te rcan tum da lam pasa l  65 dan  

66  beser ta  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

No.  6  tahun  2005  ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan,  

Pengangkatan  dan  Pemberhen t i an  Kepala  Daerah  dan  

Waki l   Kepala    Daerah  yang  te rcan tum  dalam  dalam 

pasa l  2  ayat  1,2 ,3  dan  4 ,  dan  pasa l  3  ayat  1,2  dan  

3,  (ber t anda  P- 1) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Foto  copy;…

2. Foto  copy  Pember i t ahuan  berakh i r nya  jaba tan  Kepala  

Daerah  te r t angga l  11  Jun i  2010  yang  d i t u j u kan  kepada  

Bupat i  Jembrana  o leh  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  

Jembrana ,  (ber t anda  P- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Foto  copy  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  No.04  Tahun  2010  ten tang  Penetapan  Tahapan  

Program,  dan  Jadwal  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  Tahun  2010,  (  ber tanda  P- 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Foto  copy  Hal  Penje lasan  dar i  Kementer i an  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  te r t angga l  8 Ju l i  2010  yang  

di t u j u kan  kepada  Gubernur  Bal i  d i  Denpasar ,  (ber t anda  

P- 4) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
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5. Foto  copy  Laporan  Pelanggaran  Admin is t r a s i  Pemi lu  

oleh  Pani t i a  Pengawas  Pemi lu  Kabupaten  Jembrana  

te r t angga l  3  Ju l i  2010,  (ber t anda  P- 5) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Foto  copy  Laporan  Pelaksanaan  Pengucapan  Sumpah  dan  

Pelan t i k an  Bupat i  Jembrana  Masa  Jabatan  2005- 2010,  

(ber t anda  P- 6) ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Foto  copy  Ber i t a  Acara  Pengucapan  Sumpah  Jabatan  

Bupat i  Jembrana ,  (ber t anda  P- 7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  se la i n  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

te rsebu t ,  p ihak  Penggugat   juga  te lah  mengajukan  1 (sa tu )  

orang  ah l i  d ipe rs i dangan  yang  member ikan  kete rangan  

dibawah  sumpah  menuru t  agama  yang  dianu tnya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prof .D r .ZUDAN  ARIF  F,  SH.MH,  berkewarganegaraan  

Indones ia ,  lak i - lak i ,  Agama  Is l am,  Umur  41  Tahun,  

peker j aan  Dosen  /  PNS,  tempat  t i ngga l   Perumahan  Taman 

Kota  Blok  C2  No.29,  Bekas i  Jaya,  Kota  Bekas i ;  

- - - - - - - - - - - - -

Member ikan  kete rangan  di  bawah sumpah yang  pada  pokoknya  

mengemukakan  hal  –  ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa;…
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- Bahwa Ahl i  menje laskan  dida lam  Undang  –  Undang   No.  

10  Tahun  2004  secara   h ie ra r k i   kedudukan  UU leb ih  

t i ngg i  dar i  Pera tu ran  la i nnya ,  dan  Pera tu ran  KPU 

te rmasuk  dalam   pera tu ran  la i nnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ket i ka  pera tu ran  KPU digunakan  sebaga i  acuan  

untuk  membuat  Penetapan  ada pola  sebaga i  parameternya  

ya i t u  mengena i  kewenangan  substans i  dan  prosedur ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa  Pemi l i han  Kepala  Daerah  menuru t  Undang- Undang  

No.  32  Tahun  2004  secara  Yur id i s  sudah  member ikan  

batasan  untuk    pemungutan  suara  d i l aksanakan  pal i ng  

lambat  1  (sa tu )  bu lan  sebe lum  masa  jaba tan  Kepala  

Daerah  berakh i r ,  maka ka lau  di l anggar  ada  kesewenang  

-  

wenangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  umumnya  pemi l i han  Kepala  Daerah  

di l aksanakan  sesua i  dengan  jadwal ,  akan  te tap i  

d ibeberapa  daerah  ada  te r j ad i  pengunduran  

dian ta ranya  karena  ada  gugatan  di  Mahkamah 

Konst i t u s i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  

sangka lannya  pihak  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

berupa  fo to  copy  sura t  -  sura t   yang    te l ah  d ibe r i  

matera i  dengan  cukup  dan  oleh  Maje l i s  Hakim  te l ah  

di te l i t i  ser ta  disesua i kan  /  d icocokan  dengan  sura t - sura t  

as l i nya  seh ingga  bukt i - bukt i  te rsebu t  te lah  memenuhi  
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syara t   untuk  di j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  d ipe rs i dangan  

ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Foto  copy  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  :  04  Tahun  2010  tangga l  14  Jun i  2010  

Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pi l kada  Kabupaten  Jembrana,  (ber t anda  T- 1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Foto  copy  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

131.61- 987  Tahun  2005   tangga l  31  Oktober  2005,  

Tentang   Pengesahan   Pemberhent i an  -  

Dan;…

Dan Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Jembrana  Prov ins i  

Bal i ,  (ber tanda  T- 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Foto  copy  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  62  

Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Tahapan,  

Program  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  (ber t anda  T-

3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4. Foto  copy  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor  :  01  Tahun  2010  tangga l  18  Januar i  

2010  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  
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Penye lenggaraan  Pi l kada  Kabupaten  Jembrana ,  (ber t anda  

T- 4) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Foto  copy  Kes impu lan  Rapat  Ker ja  Pimpinan  DPRD,  

Ketua- Ketua  Komis i  dan  Ketua- Ketua  Fraks i   DPRD 

Kabupaten   Jembrana   dengan   KPU Prov ins i  Bal i  dan  

KPU Kabupaten  Jembrana  tangga l  11  Februar i  2010,  

(ber t anda  T-

5) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Foto  copy  Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  

Jembrana  Nomor  :  06/ I I / BA /KPU.JBR/2010 ,  (ber t anda  T-

6) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Foto  copy  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jembrana  Nomor    :  01.1   Tahun   2010   tangga l   19  

Februar i   2010   Tentang          Pembata lan  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  01 

Tahun  2010  Tentang  Tahapan,  Program  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010,  

(ber t anda  T- 7) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Foto  copy  Putusan  Mahkamah  Konst i t u s i  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  147/PUU- VI I / 2009  Per iha l  Penguj i an  

Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  Terhadap  Undang- Undang  Dasar  

Negera  Republ i k  Indones ia  Tahun  1945,  (ber t anda  T-

8) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Foto  copy   Sura t   Komis i   Pemi l i han   Umum  Nomor  :  

323/KPU/V/2010 , -  

tangga l ;…
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tangga l  27  Mei  2010,  per i ha l  Penje lasan  Mengenai  

Petun juk  Pelaksanaan  Pemi lukada ,  (ber t anda  T-

9) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Foto  copy  Keputusan  Bupat i  Jembrana  Nomor  :  

445/KBPPM/2010,  tangga l  2  Jun i  2010,  Tentang  

Pember ian  Dana  Hibah  Kepada  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jembrana,  (ber t anda  T-

10) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Foto  copy  Sura t  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  17/860 /DPRD/VI I / 2010 ,  

Tangga l   9  Ju l i  2010,  (ber t anda  T-

11) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 : Foto  copy  Sura t  Pimpinan  Daerah   Par ta i  Golongan  

Karya  Kabupaten  Jembrana  Nomor  44  /  Golkarda  /  VI  /  

2010,  tangga l  25  Jun i  2010,  (ber t anda  T- 12) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Foto  copy  Sura t  Pimpinan  Cabang   Par ta i  Demokras i  

Per juangan   Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  008/EX/DPC-

02.09 /V I / 2010  tangga l  25  Jun i  2010,  (ber t anda  T- 13) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

14. Foto  copy  sura t  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Demokra t  

Kabupaten  Jembrana  Nomor  :  07/DPC- PD/VI /2010  tangga l  

26  Jun i  2010,  (ber t anda  T- 14) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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15. Foto  copy  Sura t  Al ians i  Masyaraka t  Pedul i  Pemi lukada  

Jembrana  Nomor  :03 /AMP2J/V I I / 2010 ,  tangga l  15  Ju l i  

2010,  (be r t anda  T- 15) ;  - - - - - - -

16. Foto  copy  Sura t  The  Civ i l  Soc ie t y  Forum,  tangga l  15  

Ju l i  2010,  (ber t anda  T- 16) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Foto  copy  Sura t  Gubernur  Bal i  Nomor  :  118/4831 /B .Pem,  

tangga l  3  Agustus  2010,  (ber t anda  T- 17) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

18. Foto  copy  Sura t  Badan  Pengawas  Pemi l i han  Umum 

Republ i k  Indones ia ,  Nomor  :  539  /  Bawaslu  /  VI I I  /

2010,  te r t angga l  20  Agustus  2010,  per iha l  Penundaan  

Penye lenggaraan  Pemi lukada  di  Kabupaten  Jembrana  

Tahun  2010,  (ber tanda  T- 18) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - - - Menimbang;…

- - - - - Menimbang,  bahwa  se la i n  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

te rsebu t ,  p ihak  Tergugat   juga   te lah   mengajukan   saks i  

– saks i   d ipe rs i dangan   yang   member ikan       kete rangan  

dibawah  sumpah  menuru t  agama  yang  dianu tnya  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i   I   Terguga t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 I  GUSTI  PUTU  ARTHA,  SP.  M.Si ,  berkewarganegaraan  

Indones ia ,  lak i - lak i ,  Agama Hindu,  44 Tahun,  peker j aan  

Anggota  KPU Pusat ,  a lamat  Ja lan  Siaga   Raya  No.  23  A 

Jakar t a  Sela tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Member ikan  kete rangan  di  bawah sumpah yang  pada  pokoknya  

mengemukakan  hal - ha l   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menerangkan  KPU Kabupaten  Jembrana  pernah  

menyampaikan   sura t  kepada  KPU  pusat  te r ka i t  

permasa lahan  di  KPU  Kabupaten  Jembrana,  dan  

permasa lahan  te rsebu t  d ibawa ke  fo rum rapa t  p leno  KPU 

yang  in t i n ya  menyangkut  jadwa l  agar  mengacu  pada  

Pera tu ran  KPU  No.62  Tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  KPU Kabupaten  Jembrana  ser i ng  berkoord i nas i  

dengan  KPU Pusat  ,  yang  menjad i  persoa lan  bukan  

semata  –  mata  Anggaran ,  se la i n  i t u  ada  persoa lan  E-

Vot ing  yang  dalam  gugatan  di  Mahkamah  Konst i t u s i  

menang  te tap i  E  Vot ing  t i dak  bisa  di l aksanakan  

sebe lum  Undang- undang  

di rev i s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rhadap  permasa lahan  KPU Kabupaten  Jembrana  

dengan  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  yang  memedias i  

ada lah  KPU Prov ins i  dan  disa rankan  agar  anggaran  

dica i r k an ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  I I  Tergugat  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 I  MADE SEMADI,  berkewarnegaraan  Indones ia ,  lak i - lak i ,  

Agama Hindu,  43 Tahun,  peker j aan  Anggota  KPU Kabupaten  

Jembrana,  bera lamat  Banja r  Pasar ,  Desa  Yeh  Embeng,  

Mendoyo,  Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Member ikan ;…

Member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  

mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menerangkan  sebe lum   ke lua rnya  Sura t  

Keputusan  KPU Kabupaten  Jembrana   No.  04  Tahun  2010  

sudah  ada  Sura t  Keputusan  No.  01  Tahun  2010  ten tang  

Tahapan  dan Jadwal  pemi lukada  ;  - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menerangkan  Sura t  Keputusan  No.  01  Tahun  

2010  te rsebu t  sudah  dicabu t  dengan  Sura t  Keputusan  

No.01 .1  Tahun 2010;  -

- Bahwa  Sura t  Keputusan  KPU  No.  04  Tahun  2010  

dike lua rkan  pada  tangga l  14  Jun i  2010  yakn i  se lang  4  

(empat )  bu lan  sete lah  dicabu tnya  Sura t  Keputusan  

Nomor  :  01  Tahun  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menerangkan  ket i ka   Sura t  Keputusan   KPU 

No.  04  Tahun  2010  di te r b i t k an  Anggaran  sudah  

dica i r k an ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menerangkan  sete lah  Sura t  Keputusan  No.  

04 Tahun 2010  dike lua rkan  ada pengakuan  dar i  Panwaslu  

dan par ta i  po l i t i k  bahwa KPU Kabupaten  Jembrana  t i dak  

bersa lah  karena  anggaran  t i dak  dica i r k an  ;  - -

- Bahwa saks i  menerangkan  pencabutan   Sura t  Keputusan  
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No.  01  Tahun  2010  dibe r i t a hukan  kepada  Pemer in tah  

Daerah,  DPRD  dan  semua  rekanan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menerangkan  pada  waktu  dike lua rkannya  

Sura t  Keputusan  KPU No.  01  Tahun  2010   t i dak   ada  

yang   menggugat ,   te tap i   sete lah    ke lua rnya  Sura t  

Keputusan   No.  04 Tahun 2010 baru  ada yang  menggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  d ipe rs i dangan   pihak  Penggugat  

menyatakan  t i dak  mengajukan  kes impu lan  dan pihak  Tergugat  

mengajukan  kes impu lan   te r t angga l  02  Nopember  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  para  pihak  t i dak  

mengajukan  apa- apa  lag i  dan  mohon  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang;…

- - - - - Menimbang,  bahwa untuk  je l as  dan  s ingka tnya  putusan  

in i  maka  ber i t a  acara  s idang  dianggap  te rmuat  dan  

merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  

in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- - - - - Menimbang,  bahwa maksud dan tu j uan  gugatan  Penggugat  
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ada lah  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  dalam  duduk  sengketa  

dia tas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  sengke ta  adalah  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  

Nomor  :  04 Tahun 2010 Tentang  Penetapan  Tahapan,  Program,  

Dan Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  Tahun  2010;  

( v ide   Bukt i  P.3  dan  Bukt i  T.1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  

te r l eb i h  dahu lu  syara t  fo rma l  gugatan  Penggugat  ten tang  

tenggang  waktu  mengajukan  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  sebaga i  ber i ku t ;  - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5 tahun  1986,  gugatan  dapat  d ia j ukan  

hanya  dalam tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  te rh i t u ng  

se jak   saat  d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara .  Sedangkan  dalam 

Penje lasan  Pasal  55  disebu tkan  bahwa  bag i  p ihak  yang  

namanya  te rsebu t  da lam Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

diguga t ,   maka  tenggang   waktu  sembi lan  pu luh  har i  i t u  

d ih i t ung  se jak  har i  d i t e r imanya  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  dia jukan  d i  

Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

tangga l  20  Agustus  2010  dengan  reg i s t e r  perkara  nomor :  

13/G/2010 /PTUN.Dps,  sedangkan  obyek  sengke ta  a  quo 

dike lua rkan  oleh  Tergugat  pada  tangga l  14  Jun i  2010  

seh ingga  dengan  demik ian  masih  da lam  tenggang  waktu  
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penga juan  gugatan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi  : . . .

Dalam  Eksepsi  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  Terguga t  mengajukan  ekseps i  da lam 

jawabannya  te r t angga l  5  Oktober  2010  yang  pada  pokoknya  

mengemukakan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa obyek  sengketa  bukan  te rmasuk  ke  dalam 

penger t i an  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

merupakan  obyek  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  Pasa l  2  huru f  (b )  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  obyek  sengketa  t i dak  f i na l ,  bers i f a t  

abst rak ,  t i dak  ind i vdua l  ser ta  t i dak  

menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  Penggugat  

seh ingga  t i dak  memenuhi  keten tuan  Pasa l  1 

angka  (9 )  Undang- Undang  Nomor  51  tahun  2009;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  Penggugat  t i dak  mempunyai  kapas i t as  

da lam mengajukan  gugatan  karena  masih  sebaga i  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana ,  seh ingga  
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t i dak  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Denpasar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  

ekseps i  per tama  Tergugat  mengena i  obyek  sengketa  yang  

dalam gugatan  Penggugat  memenuhi  keten tuan  Pasal  2 huru f  

(b )  Undang- Undang Nomor  9 tahun  2004;

- - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  2 huru f  

(b )  ada lah  :  "T idak  te rmasuk  dalam  penger t i an  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  in i ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Huru f  b  :  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  merupakan  

pengatu ran  bers i f a t  umum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  dalam  pen je lasaan  ada lah   yang  

dimaksud   dengan- “penga tu ran  yang  bers i f a t  umum”  

ada lah  pengatu ran  yang  memuat  norma  -  norma  

hukum  yang  di tuangkan   da lam  bentuk -  

Pera tu ran ;…

pera tu ran  yang  kekuatan  ber lakunya  mengika t  

set i ap  orang ;   - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  norma- norma  hukum  sebaga imana  

pen je lasan  Pasa l  2 huru f  (b )  te rsebu t ,  d ia r t i k an  sebaga i  

norma  hukum  yang  merupakan  s is t em  atu ran   yang  

dic i p t akan   o leh   lembaga   negara  yang   d i tun j uk   mela lu i  
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mekanisme  te r t en tu  berdasarkan  wewenang  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa dalam obyek  sengketa   a quo  secara  

je l as  subtans inya  memuat  mengenai  pengatu ran  te rhadap  

tahapan,  program,  dan  jadwal  penye lenggaraan  Pemi l i han  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jembrana  

tahun  2010  yang  d ibua t  o leh  Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  

Jembrana  yang  mengika t  se lu ruh  lap i san  masyaraka t  

jembrana ;   - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  menuru t  Ind rohar t o ,  SH  bahwa 

“Undang- Undang  mengar t i k an  dalam  hal  in i  ‘be r l a ku  bagi  

set i ap  orang ’ .  Jad i  Penger t i an  bers i f a t  umum i t u  t i dak  

harus  dia r t i k an  secara  kumula t i f ,  ar t i n ya  menuru t  waktu ,  

tempat ,  set i ap  orang  dan  dapat  d i t e rapkan  beberapa  ka l i  

te rhadap  orang  atau  ha l  yang  masuk  dalam  rumusan  yang  

bersangku tan .  Sebab  Undang- Undang  pun  dapat  juga  ber laku  

hanya  untuk  masa waktu  te r t en tu  atau  satu  daerah  te r t en t u  

atau  golongan  orang- orang  te r t en t u ” ;  (Buku  Usaha Memahami  

Undang- Undang  ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Ind rohar t o ,  SH,1993  hal .  196)   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  meskipun  obyek  sengke ta  te rsebu t  

merupakan  Sura t  keputusan  ( besch ikk i ng )  akan  te tap i  

subtans inya  memuat  pengatu ran - pengatu ran  yang  bers i f a t  

umum yang  dike lua r kan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  

kabupaten  Jembrana;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,   bahwa  Keputusan   Tata   Usaha   Negara  
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yang  pengatu ran  bers i f a t   umum  merupakan   sa lah   satu  

pembatasan   obyek   sengketa  yang-

te rmasuk ;…

te rmasuk  pembatasan  langsung  dar i  Undang- Undang  yang  

t i dak  memungkinkan  sama  seka l i  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  untuk  memer iksa ,   memutus  dan   menyelesa i kan  

sengketa  te rsebu t ,  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  2 

Undang- Undang  Nomor  9  tahun  2004  dan  Pasa l  49  Undang-

Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; -

- - - - - Menimbang,  bahwa  mencermat i  obyek  sengketa  a  quo  

dar i  seg i  mater i  - atau  subtans i  dar i  sura t  keputusan  yang  

dike lua rkan  o leh  Tergugat  d ihubungkan  dengan  keten tuan  

Pasal  2  huru f  (b )  Undang- Undang  nomor  9  tahun  2004,  

Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa sura t  keputusan  te rsebu t  

ber i s i   mengena i   atu ran  –  atu ran   (  rege l i ng   )  yang  

dike lua rkan   o leh   Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jembrana  dalam  pelaksanaan  

pemi l i han  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jembrana  tahun  2010  yang  ber laku  dan  mengika t  bag i  

se lu ruh  masyaraka t  Jembrana;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  dan  bukt i -

bukt i  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  gugatan  

Penggugat  dengan  obyek  sengketa   a  quo  te rmasuk  dalam 

Pasal  2  huru f  (b )  Undang- Undang  nomor  9  tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  

ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dengan  demik ian  
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Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  gugatan  Penggugat  cukup  

bera lasan  hukum dan  patu t  untuk  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima ;  ( nie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Ekseps i  per tama  

Tergugat  ten tang  obyek  sengketa   t i dak   te rmasuk   da lam 

Keputusan   Tata   Usaha   Negara  yang       dapat  d iguga t  

maka  te rhadap  ekseps i - ekseps i  yang  la i n  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa mengena i  permohonan  penundaan  obyek  

sengketa  yang   d imohonkan   o leh   Penggugat ,   o leh   karena  

perbua tan   fak tua l   yang  menjad i   i s i   da lam keputusan  a  

quo  te l ah  di l aksanakan   mengenai  tahapan-

tahapan; . . .

tahapan  pelaksanaan  pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  dan merupakan  pelaksanaan  untuk  kepent i ngan  

umum  t i dak  dapat  d i l akukan  penangguhan  /  penundaan  

(sebaga imana  Pasa l  67  ayat  (4 )   huru f ,  a dan  b  Undang-

Undang  Nomor  5  tahun  1986) ,  dan   dengan  di te r imanya  

ekseps i  Tergugat  ten tang  obyek  sengketa  dalam perkara   a  

quo  t i dak  dapat  d i j ad i kan  obyek  sengke ta  da lam Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  maka  bera lasan  hukum  permohonan  

penundaan  t i dak  dapat  d ikabu l kan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Sengketa  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  mengenai  pokok  

sengketa  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,    bahwa    berdasarkan    pasa l   110  

Undang- undang Nomor  5

tahun  1986  oleh  karena  pihak  Penggugat  ada lah  pihak  yang  

ka lah  dalam  perkara  in i ,  maka  kepada  Penggugat  harus  

dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  besarnya  akan  

di te t apkan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Menimbang,  bahwa te rhadap  bukt i - bukt i  dan kete rangan  

saks i  yang  dia jukan  oleh  para  pihak  dipe rs i dangan  

sepan jang  re levan  dengan  putusan  in i  d ianggap  te l ah  

dipe r t imbangkan  sedangkan  bukt i  yang  t i dak  re levan  

dikesampingkan  namun  te tap  menjad i  bag ian  dalam  berkas  

perkara  in i  ;  - - - - - -

- - - - - Menginga t ,  Keten tuan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  junc to  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Juncto  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  dan  keten tuan -

keten tuan  la i n  yang  berka i t an  dengan perkara  in i ;

M E N G A D I  L I  :

Dalam Eksepsi  :   

- Mener ima  Ekseps i  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
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Dalam ;…

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

sebesar  Rp.  78.500 , -   ( tu j uh  pu luh  de lapan  r i bu  l ima  

ra tus   rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Demik ian lah  d ipu tus  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  pada  

har i  KAMIS,  tanggal  4 November  2010  o leh  EDI  FIRMANSYAH, 

SH. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  BUDIAMIN  RODDING,  SH 

dan  MUHAMMAD ALY RUSMIN,  SH,  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota .  Putusan  in i  d iucapkan  dalam   s idang   yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  KAMIS,  tanggal  11  November  

2010  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  diban tu  oleh  I  

NENGAH WIJANA,  SH. ,  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Denpasar ,  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum 

Penggugat  dan Kuasa Hukum Terguga t ;  - - - - - - - - - - - -

  

    HAKIM  KETUA 

MAJELIS

HAKIM ANGGOTA :

     EDI  FIRMANSYAH, 

SH

1.  BUDIAMIN RODDING, SH
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2.MUHAMMAD  ALY RUSMIN,  SH.

  

PANITERA  PENGGANTI

                     

   

I  NENGAH WIJANA,  SH.

Per inc i an  ; . . .

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

Panggi l an  :  Rp.       37.500 ,  -

Sumpah /  saks i :  Rp.       30.000 ,  -

Matera i    :  Rp.         6.000 ,  -

Redaks i :  Rp.         5.000 ,  -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Jumlah :  Rp.       78.500 ,  -

                       ( tu j uh  pu luh  de lapan  

r i bu  l ima  ra tus  rup iah )
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